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BAB V  

KESIMPULAN  

Jus ad bellum dalam hukum internasional mengatur bahwa Use of Force hanya 

boleh dilakukan ketika melaksanakan mandat Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, sebagai wujud upaya Self-defence baik secara individu maupun 

kolektif atau, melalui persetujuan (consent) dari negara yang mana wilayah 

teritorialnya menjadi tempat pelaksanaan Use of Force tersebut. Setelah melakukan 

perbandingan atas Use of Force Amerika Serikat terhadap Irak pada dua operasi 

militer berbeda, kesimpulan yang didapat mengenai legalitas keduanya adalah 

Operation Desert Storm 1991 legal berdasarkan mandat Dewan Keamanan 

sedangkan Operation Iraqi Freedom 2003 ilegal karena tidak memenuhi 

keseluruhan Jus ad Bellum. Lalu kedua operasi militer ini tidak memiliki korelasi 

satu dengan yang lain, dimana Operation Desert Storm 1991 merupakan wujud 

pelaksanakan sistem keamanan kolektif sedangkan Operation Iraqi Freedom 2003 

sebagai upaya gagal untuk menarik keberlakuan sistem keamanan kolektif 

sebelumnya itu. Kemudian implikasi yang dihasilkan pun berbeda, ketika 

Operation Desert Storm 1991 hanya mengembalikan keadaan menjadi seperti 

semula antara Irak dan Kuwait, Operation Iraqi Freedom 2003 malah merubah 

paksa keadaan domestik Irak. Sehingga pada akhirnya, Amerika Serikat bersalah 

karena telah melancarkan Operation Iraqi Freedom 2003.  

Bahwa larangan Use of Force dalam hukum internasional adalah mutlak dan 

hakiki. Ia merupakan ketentuan revolusioner yang berkembang dari norma perang 

sampai kemudian menjadi seperti sekarang ini. Keberadaannya menopang sistem 

keamanan kolektif sebagai wujud upaya demi mencapai perdamaian dan keamanan 

secara bersama oleh negara-negara. Walaupun jumlah pelanggaran yang dilakukan 

terhadap larangan Use of Force juga tidak sedikit, bukan berarti ia langsung dapat 

dianggap usang dan tidak berlaku sama sekali. Perlu ditekankan kembali 

bahwasanya sifat pengaturan larangan Use of Force mencakup semua bentuk 

tindakan penggunaan kekuatan bersenjata. Ia merupakan norma yang diterima dan 

diakui berdasarkan konsensus bersama atas kebencian dari semua bentuk tindakan 

tersebut. Sehingga kasus-kasus pelanggaran harus dianggap sebagai bahan evaluasi 
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ketimbang menjadi alasan untuk meniadakannya. Begitupun bagi negara secara 

individu, baik besar maupun kecil, sepatutnya menanam kesadaran untuk tetap 

berpegang teguh pada kehendak internasional atas setiap kewajiban yang telah 

ditentukan berdasarkan hukum. Lagipula, hampir seluruh negara di dunia adalah 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengatur tentang larangan Use of Force diikuti supremasi Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional.  
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